Menimbang

Mengingat

BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA

NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

1.

BUPATI NATUNA,

. bahwa anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha

Esa yang dalam dirinya melekatharkat dan martabat
sebagai manusia seutuhnya;

.bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan

orang tua berkewajiban serta bertanggungjawab terhadap
penyelenggaraan perlindungan anak;

. bahwa di wilayah Kabupaten Natuna masih terdapat

banyak anak yang perlu mendapat perlindungan dari
berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi dan
keterlantaran;

.bahwa anak perlu mendapatkan kesempatan seluas-

luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan
berkembang secara wajar, baik secara fisik, mental,
maupun sosial;

e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, huruf c¢ dan huruf d perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaran
Perlindungan Anak Kabupaten Natuna.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3143);



2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the
Elimination of all Forms of Discrimination Againt Women)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor
29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3277);

3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
1997 tentang Penyandang Cacat ( Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Negara
RepubliK Indonesia Nomor 3670);

4.Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO 138 Mengenai Usia
Minimum Untuk di Perbolehkan berkerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan
Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 3835);

5.Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun
1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

6. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 353
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,Kabupaten
Siak,Kanupaten Karimun,Kabupaten Natuna,Kabupaten
Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
3920 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Negara Republik Indonesia Nomor 34 2008 Perubahan
Ketiga Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4880);

7. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of all
Forms of Discrimination Againt Women) (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

8. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25
Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4237);

9. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

10.Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

11.Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4419);

12.Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

13.Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4634);

14.Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4635);

15.Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 24 Tahun 2013( Lembaran Negara Republik
Indonesi Tahun 2013 Nomor 232, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

16.Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 21
Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4720);



17.Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 44
Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4928);

18.Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4967);

19.Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

20.Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

21.Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36
Tahun 2009 tentang Kesehatan Peganti Undang-undang
Nomor 23 Tahun 1992 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5063);

22.Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10
Tahun 2012 tentang Pengesahan Optional Protocol To The
Convention On the Rights Of The Child On The Sale Of
Children, Child Prostitution And Child Pornography
(Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak Mengenai
Penjualan Anak Prostitusi Anak, dan Pornograpi Anak)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5330);

23.Undang-Undang Negara Republik Indonesia Negara
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak ( Lembaran Negara Repubilk
Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran
Negara Repubilk Indonesia Nomor 5332);

24 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1998 tentang Usaha
Kesejahteraan Anak Bagi yang Mempunyai Masalah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3367);

25.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang
Penyelenggaraan dan kerjasama Pemulihan korban
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);

26.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun
2007 tentang Pelaksanaan Pengakatan Anak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4768);

27.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
2008 tentang Tata Kerja dan Mekanisme Pelayanan
Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana
Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4818);

28.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun
2004 tentang Komisi Pelindungan Anak Indonesia,

29.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 12
Tahun 2007 tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan
dan Anak (Traficking) (Lembaran Daerah Provinsi
Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan
Riau Tahun Nomor 12);

30.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenang Provinsi Kepulauan Riau ( Lembaran Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 6);

31.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun
2010 tentang Penyelenggaran Perlindungan Anak
(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010
Nomor 7);

32.Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 38 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan
dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Natuna.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN NATUNA
Dan
BUPATI NATUNA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NATUNA
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